
Form 2
FORMAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CILACAP


3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap

	No
	Indikator Sasaran
	Satuan
	Target Akhir RPJMD
	Capaian s.d. 2021
	Target 2022
	Capaian 2022
	Tingkat Capaian 2022(%)
	Capaian s.d.  2022
	Tingkat Capaian s.d. 2022 (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 = 7:6 x 100%
	9 = 5+7
	10 = 9:4 x 100%

	1
	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
	%
	80
	 81.4 
	80
	81.82
	102.28 
	81.40 
	101.75 

	2
	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahan
	%
	80
	 83.80 
	80
	80.65 
	100.81 
	79.88 
	99.85 

	3
	Cakupan Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
	%
	80
	 45.96 
	80
	66.08
	82.60 
	60.99 
	76.23 

	4
	Persentase perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi
	%
	100
	 100 
	100
	100
	100.00 
	100.00 
	100.00 

	5
	cakupan Pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan
	%
	98.2
	 95.58 
	98.2
	98.43
	100.23 
	98.43 
	100.23 

	6
	cakupan Pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan
	%
	97
	 93.32 
	97
	97.65
	100.67 
	97.65 
	100.67 

	7
	Upah Riil Tenaga Kerja (UMK)
	Rp
	2,217,083
	 2,228,904 
	2,217,083
	2,230,731
	100.62 
	2,229,818
	100.57 

	8
	Jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
	%
	90
	105
	85
	85
	100.00 
	160.00 
	177.78 

	9
	Pertumbuhan Jumlah Industri kecil dan Menengah
	%
	8
	8,01
	8
	8.02
	100.25 
	8 
	100.00 

	10
	One Village one Product
	Unit
	8
	5
	8
	8
	100.00 
	8 
	100.00 

	11
	Persentase Sentra Industri Terbina
	%
	100
	100
	100
	100
	100.00 
	100.00 
	100.00 



		
Dari capaian indikator kinerja pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 terhadap target RPJMD Hampir sebagian besar Indikator Sasaran tingkat capaian 100% bahkan ada yang lebih dari target yang dicanangkan. Sedangkan masih ada satu sasaran indikaor yang belum tercapai, yaitu cakupan pencari kerja yang ditempatkan hanya 82,6% tingkat capaiannya (dari target 80% realisasi 66.08%) karena jumlah pencari kerja lebih banyak dari kesempatan kerja yang tersedia. 



3. Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1) Program dan Kegiatan
	No
	Program, Kegiatan,  Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Satuan
	Target Akhir RPJMD
	Capaian s.d. 2021
	Target 2022
	Capaian 2022
	Tingkat Capaian 2022 (%)
	Capaian s.d. 2022
	Tingkat Capaian s.d. 2022 (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 = 8:7 x 100%
	10 = 6+8
	11 = 10:5 x 100%

	I
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	II
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tersedianya adm perkantoran setiap bulan
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Persentase jml dok laporan kinerja dan keuangan yang tepat dan akuntabel
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Persentase tingkat kedisiplinan pegawi OPD
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Terpenuhinya dok perencanaan pembangunan
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah Adm umum perangkat daerah tersedia
	bulan
	60
	60
	60
	60
	100
	60
	100

	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor disnakerin
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Tersedianya ATK Disnakerin Kab. Cilacap dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor disnakerin
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Penyediaan bahan logistik kantor
	Tersedianya makanan dan minuman pegawai disnakerin
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan disnakerin kab. Cilacap
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan ke dalam daerah disnakerin kab cilacap
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah
	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi
	bulan
	
	24
	36
	30
	83.33 
	
	#DIV/0!

	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya bahan dan peralatan pembangunan
	bulan
	
	 - 
	12
	 12 
	100
	
	#DIV/0!

	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Terbayarnya jasa honorarium PNS dan Non PNS Disnakerin Kab. Cilacap
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	bulan
	
	
	 - 
	
	#DIV/0!
	
	#DIV/0!

	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya
	Tersedianya pakaian seragam kantor
	stel
	
	
	 - 
	
	#DIV/0!
	
	#DIV/0!

	
	Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
	Diikutinya diklat peningkatan kapasitas pegawai
	bulan
	
	
	 - 
	
	#DIV/0!
	
	#DIV/0!

	
	Penggadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedia
	bulan
	
	12
	-
	-
	-
	
	--

	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
	Tersedianya perlengkapan gedung kantor
	bulan
	
	12
	-
	-
	-
	
	--

	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara
	bulan
	
	48
	48
	48
	100
	
	#DIV/0!

	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor disnakerin
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terpeliharanya peralatan kantor Disnakerin
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Terpeliharnya gedung kantor Disnakerin
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Terpeliharanya perlengkapan kantor Disnakerin
	bulan
	
	12
	12
	12
	100
	
	#DIV/0!

	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	dok
	
	4
	4
	4
	100
	
	#DIV/0!

	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	Tersusunnya Renja 2022 dan Renja perubahan 2021
	dok
	
	2
	2
	2
	100
	
	#DIV/0!

	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tersusunya Evaluasi dan Monitoring Sakip Disnakerin
	dok
	
	2
	2
	2
	100
	
	#DIV/0!

	2
	Program Perencanaan Tenaga Kerja Makro
	
	
	
	 - 
	
	
	#DIV/0!
	
	

	
	
	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
	%
	80
	81.4
	80
	81.82
	102.275
	81.40 
	101.75 

	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	Jumlah dok rencana tenaga kerja (RTK)
	dok
	
	 - 
	12
	12
	100
	
	

	
	Penyusunan rencana tenaga kerja mikro
	Tersusunnya buku data ketenagakerjaan
	dok
	
	 - 
	12
	12
	100
	
	

	3
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	
	
	80
	80
	80
	80.65 
	100.81 
	79.88 
	99.85 

	
	
	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
	%
	80
	83.8
	80
	80.65
	100.81 
	79.88 
	99.85 

	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi
	Jumlah pencaker yang dilatih berdasarkan unit kompetensi
	orang
	
	110
	130
	130
	100
	
	

	
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
	Meningkatnya keterampilan pencari kerja
	orang
	
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota
	Tersedianya peralatan komputer dan peralatan cetak pasfor
	unit
	
	10
	-
	-
	-
	
	

	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta
	LPK
	
	 90 
	-
	-
	-
	
	

	
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
	Terbinanya pengurus LPK
	orang
	
	 90 
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	
	
	
	
	
	
	#DIV/0!
	
	

	
	
	Cakupan pekerja/buruh yang menjadi peserta prog BPJS Kesehatan
	%
	97
	96
	98.2
	97.65 
	100.23 
	97.65 
	100.67 

	
	
	Cakupan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan
	%
	80
	79
	80
	66.08
	82.60 
	60.99 
	76.23 

	
	
	Cakupan pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan
	%
	98.2
	97
	97
	98.43
	101.47 
	98.43 
	100.23 

	
	Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah penerbitan rekomendasi izin lembaga penempatan tenaga kerja
	rekom
	
	 10 
	-
	-
	-
	-
	

	
	Pengawasan dan pengendalian LPTKS
	Terbinanya pengurus PPTKIS
	orang
	
	200
	-
	-
	-
	-
	

	
	Pelayanan Antar Kerja di daerah Kab/ Kota
	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 
	
	
	
	840
	840
	100
	
	

	
	Perluasan Kesempatan Kerja 
	Tersedianya rabat beton / Makadam, Drainase jalan, dan Talud
	
	
	
	840
	840
	100
	
	

	
	Pengelolaan informasi pasar kerja
	Jumlah informasi lowongan kerja
	lowongan
	
	12
	1300
	
	0
	
	

	
	Job fair/bursa kerja
	Terlayaninya pemohon AK-1 bagi pencaker
	orang
	
	
	1300
	1300
	100
	
	

	
	Pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah PMI terlindungi
	orang
	
	
	2500
	7394
	295.76 
	
	

	
	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran
	Terlayaninya dan terlindunginya pencaker ke luar negeri (TKI)
	bulan
	
	96
	12
	12
	100
	
	

	5
	Program Hubungan Industrial
	
	
	
	60
	
	
	#DIV/0!
	
	

	
	
	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial
	%
	100
	36
	100
	100
	100.00 
	100.00 
	100.00 

	
	
	Upah rill tenaga kerja (UMR)
	Rp
	2,217,083
	 2,228,904 
	2,217,083
	2,230,731
	100.62 
	2,229,818
	100.57 

	
	Pencegahaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/Kota
	Jumlah perusahaan yang dibina
	perushn
	
	96
	80
	80
	100
	
	

	
	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan persusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota
	Terlaksananya koordinasi penentuan UMK
	kegiatan
	
	60
	60
	60
	100
	
	

	
	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota
	Terlaksananya rapat sekretariat dan pembinaan ketenagakerjaan, terlaksananya kegiatan mayday, telaksananya sosialisasi UU Ketenagakerjaan, terlaksananya mediasi kasus ketenagakerjaan
	perushn
	
	36
	36
	36
	100
	
	






b. Urusan Pemerintahan pilihan (Perindustrian)

	No
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Satuan
	Target Akhir RPJMD
	Capaian s.d. 2021
	Target 2022
	Capaian 2022
	Tingkat Capaian 2022 (%)
	Capaian s.d. 2022
	Tingkat Capaian s.d. 2022 (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 = 8:7 x 100%
	10 = 6+8
	11 = 10:5 x 100%

	I
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

	II
	USURAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

	1
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	
	
	
	100
	
	
	#DIV/0!
	
	

	
	
	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah
	%
	90
	100
	100
	85
	85.00 
	160.00 
	177.78 

	
	
	Jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
	IKM
	8
	80
	80
	8.02
	10.03 
	8 
	100.00 

	
	
	One Village One Product (OVOP)
	Unit
	8
	5
	8
	8
	100.00 
	8 
	100.00 

	
	
	Persentase sentra industri terbina
	%
	100
	100
	100
	100
	100.00 
	100.00 
	100.00 

	
	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota
	Jumlah IKM/Pelaku industri terbina
	IKM
	
	685
	685
	
	0
	
	

	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi kelompok industri kecil dan menengah, terlaksananya pendampingan teknis pelaku industri, terbina dan tersertifikasinya IKM gula semut, terlaksananya pelatihahan keterampilan bagi pelaku industri kreatif, terbinanya pelaku industri, tersertifikasinya gula organik
	orang, IKM, sentra
	90
	80
	80
	80
	100
	100
	100.00




2) Anggaran 

	No
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Anggaran

	
	
	Alokasi
	Realisasi
	%

	I
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	II
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	 10,528,518,777 
	 10,178,985,693 
	 96.68 

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	 6,183,129,877 
	 5,854,916,193 
	 94.69 

	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 551,061,500 
	 550,756,400 
	 99.94 

	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
	 Rp28,000,000 
	 Rp28,000,000 
	 100.00 

	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	 Rp67,725,000 
	 Rp67,725,000 
	 100.00 

	
	Penyediaan bahan logistik kantor
	 Rp106,456,000 
	 Rp106,240,000 
	 99.80 

	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	 Rp55,050,000 
	 Rp55,050,000 
	 100.00 

	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	 Rp293,830,500 
	 Rp293,741,400 
	 99.97 

	
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah
	 759,967,500 
	 740,222,854 
	 97.40 

	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	 Rp155,000,000 
	 Rp145,439,970 
	 93.83 

	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	 Rp28,000,000 
	 Rp28,000,000 
	 100.00 

	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	 Rp576,967,500 
	 Rp566,782,884 
	 98.23 

	
	Administrasi keuangan perangkat daerah
	 Rp4,434,585,377 
	 Rp4,130,038,487 
	 93.13 

	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	 Rp4,434,585,377 
	 Rp4,130,038,487 
	 93.13 

	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	 Rp400,228,000 
	 Rp396,610,952 
	 99.10 

	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	 Rp132,120,000 
	 Rp128,507,952 
	 97.27 

	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	 Rp32,000,000 
	 Rp32,000,000 
	 100.00 

	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	 Rp204,108,000 
	 Rp204,108,000 
	 100.00 

	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	 Rp32,000,000 
	 Rp31,995,000 
	 99.98 

	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 Rp37,287,500 
	 Rp37,287,500 
	 100.00 

	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	 Rp23,500,000 
	 Rp23,500,000 
	 100.00 

	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 Rp13,787,500 
	 Rp13,787,500 
	 100.00 

	2
	Program Perencanaan Tenaga Kerja Makro
	 Rp30,750,000 
	 Rp30,300,000 
	 98.54 

	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	 Rp30,750,000 
	 Rp30,300,000 
	 98.54 

	
	Penyusunan rencana tenaga kerja mikro
	 Rp30,750,000 
	 Rp30,300,000 
	 98.54 

	3
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	 Rp1,549,872,000 
	 Rp1,545,928,000 
	 99.75 

	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi
	 Rp1,549,872,000 
	 Rp1,545,928,000 
	 99.75 

	
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
	 Rp1,549,872,000 
	 Rp1,545,928,000 
	 99.75 

	4
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	 Rp2,454,842,500 
	 Rp2,447,667,500 
	 99.71 

	
	Pelayanan Antar Kerja di daerah kabupaten/ Kota 
	 Rp2,100,000,000 
	 Rp2,096,825,000 
	 99.85 

	
	Perluasan Kesempatan Kerja
	 Rp2,100,000,000 
	 Rp2,096,825,000 
	 99.85 

	
	Pengelolaan informasi pasar kerja
	 Rp64,625,000 
	 Rp64,625,000 
	 100.00 

	
	Job fair/bursa kerja
	 Rp64,625,000 
	 Rp64,625,000 
	 100.00 

	
	Pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota
	 Rp290,217,500 
	 Rp286,217,500 
	 98.62 

	
	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran
	 Rp290,217,500 
	 Rp286,217,500 
	 98.62 

	5
	Program Hubungan Industrial
	 Rp309,924,400 
	 Rp300,174,000 
	 96.85 

	
	Pencegahaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/Kota
	 Rp309,924,400 
	 Rp300,174,000 
	 96.85 

	
	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan persusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota
	 Rp135,799,600 
	 Rp135,049,400 
	 99.45 

	
	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota
	 Rp174,124,800 
	 Rp165,124,600 
	 94.83 

	I
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 
	
	
	#DIV/0!

	II
	USURAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	 Rp2,035,428,250 
	 Rp2,011,924,050 
	 98.85 

	1
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	 Rp2,035,428,250 
	 Rp2,011,924,050 
	 98.85 

	
	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota
	 Rp2,035,428,250 
	 Rp2,011,924,050 
	 98.85 

	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
	 Rp2,035,428,250 
	 Rp2,011,924,050 
	 98.85 

	
	 Rp12,563,947,027 
	 Rp12,190,909,743 
	 97.03 



3) Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
1. Jumlah pencari kerja lebih banyak dari kesempatan kerja yang tersedia ;
2. Rendahnya jumlah pencari kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi ;
3. [bookmark: _GoBack]Masih rendahnya pemahaman pengusaha terkait tata kelola kerja yang layak ;
4. Belum adanya pemahaman prosedur kepengurusan perijinan IKM.

b) Solusi 
1. Peningkatan informasi pasar kerja dan pelatihan ketenagakerjaan ;
2. Peningkatan jumlah pencari kerja yang mengikuti UJK ;
3. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipatrit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ;
4. Sosialisasi secara menyeluruh kepada pelaku IKM.

4) Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program

	No
	Program
	Rata-rata tingkat capaian program
	Rata-rata tingkat capaian kegiatan
	% Tingkat Kesesuaian

	1
	2
	3
	4
	5 = 3 : 4 x 100%

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	100
	100
	100.00 

	2
	Program Perencanaan Tenaga Kerja Makro
	0
	0
	0.00 

	3
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	101.55
	120
	118.17

	4
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	82.60
	83.33
	100.88

	5
	Program Hubungan Industrial
	100
	100
	100.00 

	6
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	100
	100
	100.00 







